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P E N E T A P A N

Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama  Pemohon, umur  56  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  D3,

pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tebo,

Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nama Termohon, umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Tebo, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober

2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, Nomor

472/Pdt.G/2021/PA.Mto,  telah  mengajukan  Cerai  Talak  terhadap  Termohon

yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri

yang  sah  menikah  pada  tanggal  05-11-2007,  dihadapan  Pejabat

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tebo  Ulu,

Kabupaten Tebo sebagaimana bukti  berupa Buku Kutipan Akta  Nikah

Nomor:  005/05/I/2008,  tertanggal  02-01-2008,  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;  
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2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Pemohon  berstatus  Jejaka

sedangkan Termohon berstatus Perawan;  

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri

di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;  

4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 2 (dua) orang orang anak bernama:  a. anak pertama (Pr), 18

Tahun;  b. anak kedua (Pr), 12 Tahun;  

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 antara

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan:   

a. Termohon tidak  menerima dengan penghasilan Pemohon;  

b. Termohon keras kepala dan susah dinasehati;  

c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan Termohon terjadi pada 13 bulan Oktober tahun 2021, Pemohon

dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang,  sehingga

kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing

sebagaimana layaknya suami-istri;  

7. Bahwa  usaha  damai  dari  keluarga  sudah  pernah  dilaksanakan

namun tidak berhasil;  

8. Bahwa  penjelasan  di  atas  menunjukkan  keadaan  rumah  tangga

Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  dan  tidak

mungkin  dipertahankan  lagi.  Dengan  demikian,  permohonan  ijin

Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  cq.  Majelis  Hakim  untuk
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memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  mengucapkan  ikrar  talak

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;  

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;  

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan

mengajukan  permohonan  untuk  mencabut  perkaranya  dikarenakan  antara

Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon

menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Pemohon,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili  Pemohon

yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan Pemohon menyatakan

mencabut  perkaranya  karena  alasan  telah  berdamai  dengan  Termohon.

Berkaitan  dengan permohonan Pemohon tersebut,  maka berdasarkan Pasal

272 Rv dan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang salah

satu poin nya menegaskan bahwa Setelah proses pemeriksaan berlangsung,

pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak

Termohon;

Majelis Hakim menilai  bahwa pencabutan tersebut dikarenakan telah

masuk  ke  tahapan  pemeriksaan  sehingga  harus  ada  persetujuan  pihak

Termohon. Atas pertanyaan majelis Termohon menyatakan tidak keberatan atas

pencabutan tersebut karena menghendaki tetap bersatu dalam pernikahan ini; 

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2.

Menyatakan  perkara  Nomor  472/Pdt.G/2021/PA.Mto  selesai  karena

dicabut;
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3.

Membebankan  kepada  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis Hakim  Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu, 17 November

2021 Masehi  bertepatan dengan tanggal  12 Rabiul  Akhir  1443 Hijriyah oleh

kami M. RIFAI, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, LENI SETRIANI, S.Sy dan

ANDI ASYRAF, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. YUSUF,

S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

LENI SETRIANI, S.Sy

Hakim Anggota II,

ANDI ASYRAF, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, S.HI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp    30.000,00
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2. Biaya Proses : Rp    50.000,00
3. Biaya Panggilan      : Rp   480.000,00
4 PNBP Panggilan : Rp    20.000,00
4. Biaya Redaksi        : Rp    10.000,00
5. Biaya Materai        : Rp    10.000,00

Jumlah Rp  600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)
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